BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Adapun yang menjadi simpulan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang BLUD di
RSUD Padang Pariaman, adalah Pengelolaan anggaran menjadi lebih
mudah dan efisien. Dalam mekanisme Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), pengajuan anggaran dilakukan melalui Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), sedangkan dalam Badan Layanan Daerah (BLUD)
digunakan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang memungkinkan
penyesuaian dokumen anggaran secara berkala, bahkan setiap bulan. Hal
ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan
keuangan rumabh sakit.

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD
Padang Pariaman memungkinkan rumah sakit untuk mengelola
keuangan secara mandiri dan fleksibel, sehingga pelayanan kepada
masyarakat menjadi lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan
pasien.

2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam mengimplementasikan Peraturan
Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) di RSUD Padang Pariaman adalah :

a. Kompleksitas administrasi dan tata kelola keuangan merupakan salah

satu kendala karena perubahan paradigma pengelolaan keuangan
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rumah sakit dari sistem tradisional ke sistem berbasis kinerja
menuntut penyesuaian administrasi dan sistem keuangan yang lebih
profesional, efisien, dan akuntabel. Proses ini membutuhkan
pengelolaan lebih rinci, fleksibilitas, dan pelaporan yang ketat.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan, merupakan salah satu hambatan utama.
Banyak staf di RSUD yang belum memahami secara memadai aturan
teknis penganggaran, pelaporan, serta pemanfaatan teknologi
informasi keuangan.

c. Ketidak sinkronan antara perencanaan rumah sakit dan
kebijakan/anggaran daerah menyebabkan berbagai hambatan
koordinasi dan perbedaan interpretasi, terutama saat menyesuaikan
kebutuhan teknis kesehatan dengan kebijakan strategis pemerintah
daerah. Penyelarasan ini membutuhkan koordinasi intensif dan
mekanisme komunikasi yang efektif.

d. Penyesuaian sistem pelaporan dan audit yang lebih ketat serta
transparan menjadi tuntutan penting yang harus dipenuhi oleh seluruh
unit kerja RSUD. Adaptasi terhadap standar akuntansi pemerintah,
pelibatan aktif seluruh unit dalam pelaporan, pemanfaatan teknologi
informasi, dan pelaksanaan audit yang transparan sangat diperlukan
untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap
tata kelola rumah sakit.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

untuk  mengatasi  kendala-kendala yang di hadapi dalam
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pengimplementasian Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23
Tahun 2019 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Padang
Pariaman adalah:

a. Penggunaan sistem PKK-BLUD di RSUD Padang Pariaman, sistem
ini yang memberikan kemandirian dalam pengelolaan keuangan,
mempercepat pencairan anggaran, dan meningkatkan transparansi
sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif dan
profesional.

b. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD
Padang Pariaman yang memberikan pelatihan dan pendampingan
teknis berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi staf dalam
pengelolaan keuangan BLUD, serta memperkuat koordinasi antar unit
kerja demi efisiensi dan kualitas pelayanan

c. Peningkatan Komunikasi Antar Stakeholder RSUD Padang Pariaman
yang meningkatkan komunikasi dan konsultasi melalui rapat rutin dan
forum terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan, mempercepat
pengambilan keputusan, dan memperkuat sinergi demi keberhasilan
program.

d. Peningkatan Standar Pelaporan di RSUD Padang Pariaman yang
standar pelaporan keuangan dan kinerja sesuai ketentuan terbaru,
didukung dokumentasi lengkap dan audit ketat, serta memastikan
transparansi  kepada publik untuk menjaga akuntabilitas dan

kepercayaan masyarakat.
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B. Saran

1. Agar Kepala RSUD Padang Pariaman perlu terus mengoptimalkan
penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dengan
memperkuat sistem administrasi internal agar tetap sesuai dengan
perkembangan regulasi dan menjamin keberlanjutan pelayanan
kesehatan yang berkualitas.

2. Agar Pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi
prioritas, terutama melalui pelatihan intensif terkait pengelolaan
keuangan berbasis Kkinerja, sistem informasi manajemen, serta
pemahaman audit. Hal ini penting agar seluruh staf dapat berkontribusi
optimal dalam proses pelaporan dan akuntabilitas.

3. Agar Bupati Padang Pariaman dan Kepala RSUD Padang Pariaman
untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas instansi guna
menghindari hambatan dan perbedaan interpretasi kebijakan. Selain itu,
peningkatan transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan kinerja
secara rutin harus dipelihara untuk meningkatkan kepercayaan publik

dan mendukung tata kelola yang bersih dan profesional.
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